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KATA PENGANTAR PENULIS

lhamdulillahi  rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah

Subhanahu wata’ala atas segala limpahan rahmat dan

hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis,
sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul
“Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam"

Sumber daya alam merupakan harta yang tak ternilai bagi
sebuah negara, merentang dari kekayaan mineral yang terpendam
dalam kerak bumi hingga ke keanekaragaman hayati yang
menghiasi alam. Bagaimana negara menjalankan penguasaan
terhadap sumber daya alam ini tidak hanya mencerminkan aspek
ekonomi semata, tetapi juga menggambarkan komitmen moral,
hukum, dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan yang bijak dan
berkelanjutan atas sumber daya ini menjadi landasan penting bagi
kemajuan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap undang-undang
yang mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam
sangatlah penting.

Buku ini merupakan sebuah upaya komprehensif untuk
memahami dan menggali hukum serta regulasi yang mengatur
penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya dalam
konteks sektor pertambangan dan energi. Karenanya, buku ini tidak
hanya ditujukan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat
kebijakan, tetapi juga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami
bagaimana regulasi sektor pertambangan berkontribusi pada
pembangunan berkelanjutan. Dengan didukung oleh referensi yang
solid dan pendekatan yang objektif, diharapkan buku ini mampu
menjadi panduan berharga yang membuka wawasan lebih luas
terhadap kompleksitas penguasaan negara atas sumber daya alam.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi panduan
berharga bagi para akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan,
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dan semua individu yang peduli terhadap nasib sumber daya alam
dan masa depan generasi mendatang. Semoga buku ini
menginspirasi perdebatan yang konstruktif dan membantu
membentuk visi yang lebih inklusif untuk penguasaan sumber daya
alam yang bertanggung jawab dan beretika.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, dan
kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi yang
berarti dalam memajukan pemahaman tentang penguasaan negara
atas sumber daya alam dalam kerangka hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Agustus 2023

Dwi Heru Nugroho
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